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BERITA  DAERAH 

KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 40                                2012                                  SERI :  A  
 

PERATURAN  WALIKOTA  BEKASI 
NOMOR  40 TAHUN 2012 

  
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 39 TAHUN 2012 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA  BEKASI, 

 
Menimbang     :  a.    bahwa dengan adanya  Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana 

Daerah di Kota Bekasi sebagaimana Keputusan Walikota 
Bekasi Nomor : 360/Kep.417A-Dinasos/X/2012 tentang 
Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana Daerah di Kota 
Bekasi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap 
darurat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 71), maka untuk 
menangani tanggap darurat tersebut perlu dilakukan 
pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga dan 
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b serta sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012, maka Peraturan Walikota Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu 
dilakukan  perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 
39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.  

 

Mengingat      : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

  2. Undang-Undang   Nomor   9  Tahun   1996     tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1996 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
3663); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5155);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4588); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 5104); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang  serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang  serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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35. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa 
kali telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 
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42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

44. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong 
Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 10 Seri D); 

47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor  1 
Seri A); 

48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A); 

49. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor  2 Seri A); 
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50. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor  4 Seri A); 

51. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

52. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun  2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 
Tahun  2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D); 

53. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 
Seri D); 

54. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D); 

55. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri A). 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 39 TAHUN 2012 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2012. 
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Pasal I 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula 
berjumlah Rp.2.928.921.384.329,11 bertambah sejumlah Rp. 14.804.002.470,50 
sehingga menjadi Rp. 2.943.725.386.799,61 dengan rincian sebagai berikut : 

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 

 
“Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas  : 
1. Pendapatan sejumlah  

Semula  Rp. 2. 340.118.864.048,50  
 Bertambah Rp. 324.981.497.792,50 

  
Jumlah Belanja  
Setelah perubahan Rp. 2.665.100.361.841,00 

 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah perubahan Rp. 1.245.284.853.066,61 
terdiri atas : 
 
a. Belanja pegawai Rp. 1.056.848.747.393,35 

2) Belanja bunga            Rp. 300.000.000,00      
3) Belanja hibah Rp. 115.863.193.500,00 
4) Belanja bantuan sosial  

Semula               Rp.  21.990.200.000,00 
Bertambah        Rp.       389.730.926,00 
Setelah Perubahan    Rp. 22.379.930.926,00 

5) Belanja bantuan  
Keuangan Rp. 905.019.000,00  

6) Belanja tidak terduga  
Semula             Rp.   49.377.693.173,26 
Berkurang        (Rp.       389.730.926,00) 

   Rp.      48.987.962.247,26 
         Jumlah Belanja Tidak  

 Langsung                      Rp.  1.245.284.853.066,61  
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b. Belanja Langsung 
Setelah perubahan Rp. 1.654.168.129.162,00 
Terdiri atas : 
1) Belanja pegawai  

  Setelah Perubahan Rp.     158.359.605.782,00 
2) Belanja barang dan jasa  
 Setelah Perubahan Rp.     553.741.677.339,00 
3) Belanja modal  

Setelah Perubahan        Rp.    942.066.846.041,00 
         Jumlah Belanja  

  Langsung Rp.  1.654.168.129.162,00 
 

         Jumlah Belanja 
 Semula Rp. 2.899.452.982.228,61 
 Bertambah Rp. 00,00 
 Jumlah Belanja  

Setelah Perubahan Rp. 2.899.452.982.228,61 
(Defisit) (Rp.   234.352.620.387,61)              

 
3. Pembiayaan 

 
a. Penerimaan sejumlah 

 1) Semula Rp.      73.175.509.202,50  
 2) Pengeluaran              Rp.    205.449.515.756,11 

   
Jumlah Penerimaan 

 Setelah perubahan  Rp.    278.625.024.958,61 
 

b.  Pengeluaran sejumlah  
 1) Semula  Rp.      22.430.369.800,00        

2) Bertambah   Rp.      21.842.034.771,00 
             

Jumlah Pengeluaran 
  Setelah perubahan          Rp.    234.352.620.387,61 

 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan setelah 
perubahan             Rp.                            0,00 
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B. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 
 

“ Pasal 2 
 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam          
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

 

C. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A yang 
berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 2A° 
 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Menurut Organisasi dan Urusan 
Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran I a Peraturan ini. 

 

D. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 

 

“Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD untuk SKPD yang mengalami perubahan 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
Peraturan ini. 

 

E. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi : 

 

“Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 

    Ditetapkan  di    Bekasi 
    pada  tanggal 23 Nopember 2012   
23 April 2012  2011 
    WALIKOTA  BEKASI, 
 
     Ttd/Cap 
 
 
     RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal 23 Nopember 2012    23 April 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
                          

 
Ttd/cap 
  

                                     
         RAYENDRA SUKARMADJI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012  NOMOR 40 SERI A A   


